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_ Abstrakee.,

-
Penulisan skripsi ini dlmaksudkan’untuk membuktikan teori yang d+h33|lkan p ra ahli yang berkaitan
dengan pengaruh komunlkg..f ‘pemerintahan terhadap efektivitas pelaksanaan_program alokasi dana desa
di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Penelitian inf dJIakukan berangkat dari
fenomena-fenomena“osial mengenaisefektivitas pelaksanaan program alokasi dan& *desa di Desa Paloan
Kecamatan Se gaﬁ Temila Kabupaten Landak. Komunikasi pemerintahan dlanggap SQbagal salah satu
faktor yang, mpengaruhizefektivitas pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Palban Penelitian
ini menggUnakan metode penelltlan kuantitatif. Dari kuesigner yang disebarkan, dlperoleh ‘data yang
kemudlan diolah menggunakan program komputer Statistical Product and Service Solutions (SPSS) V.18
untL;k menguji hipetesis yang diajukan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Paloan yang ‘telah
meherima dampak langsung dari program alokasi dana desa di di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila

upaten Landak sebanyak 92 orang. Hasil penefitian ini adalah terdapat pengaruh yang positifidan
S|;§f|kan antara komunikasi pemerintahan terhadap—efektlvrtas pelaksanaan pro: ram alokasi dana desa
di Desa Paloan Kecamatan engah Temila Kabupa—é_rr‘l_andak Hal ini dibuktikan dengan-nilai koefisien
koréla5| yang positif yaitu sebesar 0,314. Selain jtu [ﬁengaruh yang diberikan komunikasi pemerintahan
terh dap efektivitas pelaksamaan program alokasi|dana desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila
Kabupaten Landak sebesar 9,7%, sedangkan.9 3 d 1:1 maya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dl luar
penelitian ini.
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Kata Kumu Komunikasi Pemerintahan, Efekt|V|talsi felaksanaan Program Alokasi Dana Desa. |
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1 Abstract

This Researc?i is intended to prove the 'theory that genérated the. experts.with re ard to thé influence of
government communication on _the effectiveness of the program. implementation ,of village fund
allocations in théPaloan Village, District'Sengah Teniila, iLandak Regency. This stu.dy was conducted
departed from soci“sal phenomena regarding the effectiveness of the implementation of the program
village fund allocatien_in Paloan Village, District Sengah Temila, Landak.-Regency. Government
communications is consideréd"as-one.of.the factors that influence.the-effectivenes of the implementation
program of village fund allocation in Desa Paloan. This study uses quantitative research methods. From
questionnaires distributed, the data obtained are then processed using a computer program Statistical
Product and Service Solutions (SPSS) V.18 to test the hypothesis. The subjects were Paloan villagers
who had received the direct impact of the allocation of program funds in the village in the Paloan
Village, District Sengah Temila, Landak Regency as many as 92 people. Results of this study is that
there is a positive and significant effect of the government communication on the effectiveness of the
implementation program of village fund allocations in Paloan Village, District Sengah Temila, Landak
Regency. This is evidenced by the positive value of the correlation coefficient is equal to 0.314. In
addition, the influence exerted of government communication to on the Effectiveness of the Program
Implementation of Village Fund Allocation In the Paloan Village, District Sengah Temila, Landak
Regency by 9.7%, while 90.3% is influenced by other factors outside the study.
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A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, istilah desa adalah

pembagian daerah administratif di bawah
kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa.
Desa memiliki pemerintahannya sendiri berbeda

dengan pemerintah provinsi dan pemerintah
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mempercepat pembangunan. Sehingga dapat
memperbaiki infrastruktur desa yang bermanfaat
bagi peningkatan gerak pembangunan dan
perekonomian desa.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis,

e,

kabupaten/kota merupakan perangkat rcjaugrah,"'
dan oleh sebab itu desa bukan mejupék% bagian
dari perangkat daerah. M_e'rl,m'.'t;lseraturan.nomor
72 tahun 2005, 'des‘é“ merupakan ' kesatuan
masyarakat hqkﬂ'ﬁ? yang memiliki batas-batas
wilayah 'yaﬁij berwehang  untuk mengatur
kepen;;n'é;ln setempat berdasarkan asal vusul "d.an

adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati

"rﬁeHhatQ masih banyaknya desa di Kabupaten
Landak ‘;ISng.t(irgolong kedalam desa sangat
tertinggal. Penuli's\‘ mejlgambil studi kasus di
Desa |Paloan Kecamé’t’aﬁ._‘ Sengah  Temila
Kabupaten Landak: Karena-"‘mglihat masih
minimnya tindakan kepala desa un'EJk»membina

hubd‘ngan kepada masyarakatnya dalam"be‘ntuk

penyulukian dan sosialisasi.
-— ’ 'y

dala}‘h sistem “Pemerintahan Negara Kesatuan

Sebagai pemi “pin slebih bijakﬁana

—

Repu’ﬂ)lik Indonesia.

4 Di Kabupaten Landak sendiri, masih

banyalé,tergolong desa yang sangat tertinggal. i‘ ; k‘ j

N
Padahal‘{, desa merupakan
pembandf.qnan di daerah, karena dapat Iangsuﬁ‘g"‘e
yang di

pedalaman di_ daerah. Sehingga upaya-upaya

menyentuh”-;L masyarakat tinggal
untuk meninglé@tkan kesejahteraan masyarakat -
dapat lebih mud'éiq, tinggal bagaimana. program
dan komunikasi peﬁwe!int h desa kepada
masyarakat dapat tereaﬂsasLdgngan baik.

Dari

Landak tahun 2012, sebanyak 156 desa yang ada

data pemerintah  Kabupaten-

di kabupaten itu, diantaranya sebanyak 64 desa
terkategori sangat tertinggal, 65 desa tertinggal,
19 desa maju, 8 desa kategori sangat maju. Jadi,
adanya peran dari penyelenggara pemerintah

desa dengan membina hubungan yang baik
kepada masyarakat sehingga dapat membuat
ikut untuk

masyarakat berpartisipasi
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[ apabila dapat memberi an informasi tentang

IS -l y
;j. - berbagai hal kepada masyarakatnya. Jadi,

\
L}

- masyarakatnya,  Secara

d‘;chan adanya komuni asi yang baik antara

penggeraki = 4‘ a‘z ratur pemerintah desa dengan masyarakatnya

-ﬁéﬁat bersama-sama berusaha dalam men‘capai
tujuan bersama. Jadi, apabila kepala desa sering
melakukan penyuluhan tau sosialisasi'kepada

tida'k'H

“masyarakat akan memperloleh m’énfaat dari

langsung

“informasi atau pesan yan di.sa'mpaikan. Apabila

sudah terjalin komunukasi dua arah antara pihak
pemerintah &es; deng n masyarakat maka
dengan bersama-sama dapat membangun desa
melalui program Alokasi Dana Desa.

satu  solusi

Sebagai  salah

yang
ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi

masalah tersebut adalah melalui suatu kebijakan
pemerintah (kabupaten) yaitu melalui Program
Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa

diatur oleh pemerintah dalam PP Nomor 72

Page 421



Tahun 2005 tentang Desa. Dalam pasal 68,

dijelaskan bahwa:

sumber pendapatan desa terdiri atas:

. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha
desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya
dan partisipasi, hasil gotong royong, dan i
lain-lain pendapatan asli desa yangrsaﬁ

. Bagi hasil pajak daerab-—’I{ abupaten/Kota
paling sedikit 10:1/9~ (10 per seratus)-untuk
desa dan darig€tribusi Kabupaten/Kota
sebaglandrgeruntukan bagi desa;

C. BagLan darl dana peri bangan keuangan

pusat dan daerah ya g dlterlma oleh

f abupaten/Kota untuk esa paling sedlklt -—

;0% yang

pembagiannya untuk setiap Desa secara ;]

K

(sepulun  per  seratus),

proposional yang merupakan alokasi danaj

deaa 1 1]
d. Bani,uan kuangan  dari Pemerlntal.:h f‘
Peme[mtah Provinsi, dan Pemerintah r

Kabupapen/Kota dalam rangka pelaksanaan
urusan pe[perlntahan

. Hibah dan' sumbangan dari plhak ketlga
yang tidak menglkat.

L

Peraturan mengéﬁf;i"ﬁ\lﬁkasi—Dana Desa

untuk lebih jelas kemudian ditindak lanjuti
melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
140/640/S)  Tahun 2005

Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah

Nomor tentang
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang
berisi mengenai prosedur pelaksanaan Alokasi
PP
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah
Landak 2008

Dana Desa.Selanjutnya menindaklanjuti

Kabupaten pada tahun
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mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Landak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Alokasi
Dana Desa.

Dari uraian diatas dapat dilihat, bahwa
pelaksanaan program alokasi dana desa di
Kabupaten Landak dimulai sejak tahun 2008
sampai dengan sekarang. Berdasarkan informasi
‘yang didapat dari penulis, bahwa alokasi dana
desa Iehhehanyak digunakan untuk honor,
berbeda dengan 'paudangan masyarakat yang
AD'EJ
pembangunan fisik. Penggunaqr] alokasi dana
hanya rférietak pada

pembangunan jalan yan. bersifat kecils blaya

menilai:  bahwa dlgunakan untuk

desa yang terealisasi

belanja barang, belanja pemeliharaan, blaya

perjalanan dinas, biaya rapat, biaya ATK,
____ tunjangan pimpinan dan anggota BPD dan {aln-
l lainnya, sedangkan penggunaan alokasi pana
desa untuk biaya pembangunan..fisik di Desa
P oan masih kurang, adahal yang menjadl
_'E_,!Ol’ltas program alokasi dana desa:adalah
pembangunan fisik tersebut. Pembangunan fisik
yang dimaksud adala  untuk mendukung

pengentasan kemiskinan, ',"beningkatan

- ﬁ)endidikan, keSehatan masyaralgat"desa dan
“peningkatan pelayanan masyarakat.

Menurut lapora " Kepala Desa Paloan

(dalam ANTARA™ Kalb r Kabupaten Landak,
minggu 12 agustus 2012) bahwa ADD tahun
2012 bagi Desa Paloan sebesar Rp. 168 juta,
tetapi masih banyak digunakan membayar honor,
mulai dari kepala desa, ketua rukun tetangga,
PKK, dan pengurus Posyandu dengan besaran
yang berbeda. Sehingga besaran ADD yang
diterima hanya cukup untuk membayar honor,

dan belum sampai menyentuh untuk kepentingan
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peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
langsung.

Sisi penggunaan alokasi dana desa yang
diatur dalam Peraturan daerah
Landak Nomor 6 tahun 2008 pasal 9, bahwa

sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari ADD yang

Kabupaten

disalurkan kepada desa diarahkan penggunaanya

untuk biaya operasional Peterintah desa dan-.

BPD, kemudian sebesar 70 % (tu;uh puluh
persen) dari ADD yang dlsalya:kan kepada desa
digunakan untuk .memblayal Kegiatan
pemberdayaan desa

Adapun beberapa*manfaat dari ankaS|
dana des_a, yaltu A

1. Masyarakat pedesaan dapat lebih mandlrl
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Munculnya gejala-gejala yang
berkenaan dengan pelaksanaan program alokasi
dana desa sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
pada dasarnya tidak muncul secara sendirinya
akan tetapi justru dipengaruhi oleh fenomena-

faktor-faktor

Edwards

fenomena lain atau lain.

Sehubungan dengan itu (dalam

— \Nmarno 2012:177) menegaskan bahwa ada 4

faktor yang_ berpengaruh terhadap implementasi
kebijakan, yaltu~ -lgomunlka5| sumber-sumber,
keeendrungan- kecendruf‘han atau tingkah laku-
tingkah laku dan struktur blro’kﬁa5| Melihat yang
terjadl.. di Desa “Paloan, penelltl‘.mengamatl

bahwa masih kurangnya penyuluhan_ dan

sosialisasi pemerintah desa mengenai alokasi

dfn diberi kebebasan dalam memajukan — ~dana desa kepada m - syarakat. Untuk

dgsanya karena diberi wewenang dari daerah penelltlan ini menggunakan faktor komunii(ay

untuk mengurus sendiri daerahnya.

Pelaksanaan pembamgunan desa J

dilaksanakan oleh pemerintah desa I
senngl sehingga pembangunan desa dapat & .ﬂ

dlkerja:l(an dengan lebih + maksimal serta

mendapét dari

masyarakat{nya.
Masyarakat .“"v;,dapat

dukungan swadaya

mengontrol léngsung
pelaksanaan p‘erp{banguna agar tidak terjadi
penyimpangan. 3

Lembaga pemerintaﬁ"dfs‘a'*dan Jembaga
kemasyarakatan di desa menjadi lebih
berfungsi.

Tujuan program alokasi dana desa
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak
Nomor 6 tahun 2008 pasal 2, yaitu untuk
pemerataan pembangunan dan meningkatkan
partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa

melalui pembangunan dalam skala desa.
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|

H

¥
|

dalam pelaksanaan program alokasi dana gesa
Latar belakang penelitian ini untuk meng;‘tahm
Oaimana  penilaian  masyarakat  téntang
munikasi pemerintah dan pengaruhnyay'
terhadap program alokasi dana desa yang
dirasakan masyarakat. Hal ini sangat/penting di

IakukarL agar bisa menjadi salah saIl'j

- pembenahan kinerjaj pemerlntah

Berdasarkan urala.n uralan diatas
ternyata ada banyak faktgr_,yang mempengaruhi
efektivitas..« impl'er’néniasi program pada
umumnya dan khususnya program alokasi dana
desa, namun dalam penelitian ini, peneliti hanya
membahas/mengkaji salah satu faktor tersebut,
termasuk faktor komunikasi.

Batasan tentang komunikasi,
sehubungan dengan pemahaman tersebut adalah
bentuk penyampaian informasi, program dan
gagasan pemerintah terkait alokasi dana desa
secara dan

langsung berupa penyuluhan
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sosialisasi kepada masyarakat. Komunikasi
pemerintah ini pada akhirnya dapat memberikan
beberapa manfaat, diantaranya membina
hubungan yang baik antara pihak pemerintah
sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan dan
masyarakat sebagai pihak yang merasakan
dampak langsung dari kebijakan tersebut.
Oleh karena itu, aparatur pemerlntah
Desa Paloan mampu selalu k0n5|5ten pada'
perannya, terutama menjali . hubungan yang
baik dengan cara menygw"' paikan.informasi
berupa penyuluhq;a-"d';n sosialisasi yang benar
mengenai penggunaan ADD kepada masyarakat,
agar mas_yéFakat dapat Tebih kritis terhadap Kerja

pemepmtah dalam mengguna +an ADD tersebut

Berdasarkan uraian diatas, guna dapat di eI|t| -— pemermtahan terhadap

Ieblh,dalam dan-mendasar sudut pandang
komunikasi - pemerintah desa dan program
pelaksanaan alokasi dana desa, maka perlu

mem bu%}.t judul “pen garuhkomunlkaé‘*

pemerinfahan desa terhada&

efekt|V|taspeIaksanaan program alokasi dana
desa di De%& Paloan Kecamatan Sengah
Temil aKabupE{e'n Landak”

Pembatasan Masala.r.?ﬁ_’

Terdapat bgbe{apa program desa guna
mencapai program per»é‘tef)/éfaﬁ"pembangurm
meliputi  program pembangunan, program

Alokasi Dana Desa (ADD), program kesehatan,
program pertanian, PNPM, dan lain-lain. Peneliti
menemukan masalah pada program ADD,
seperti yang diungkapkan peneliti di latar

belakang.  Dalam  mencapai  efektivitas
pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD)
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

seperti kinerja pegawai, gaya kepemimpinan,

Rumusan Permasalahan -

1&! "’uﬂqn Penelitian !

k{ 1.,' Untuk mengetahui dan menganalisis Léntang
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komunikasi pemerintah, dIl. Untuk mengarahkan
pembahasan pada penelitian ini agar tidak
menyimpang dari sasaran yang ingin dituju,

maka perlu membuat batasan ruang lingkup
permasalahan. Pembatasan masalah ini adalah
terbatas pada analisa untuk mengetahui pengaruh

antara komunikasi pemerintahan

ey terhadapefektlwtas pelaksanaan program alokasi

dana desa.dl Desa Paloan:Kecamatan Sengah
Temila Kabupateh‘l‘andak.

3 Dari latar‘bela ang dan pembahasan
yang' ‘ada, maka rumusan masalah darl penelltl
yaltu apakah  ada pengaruhkomunlka5|
efektlwtaspelaksaqaan
____ program alokasi dana desa di Desa Paloén

” Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landalk’)

l'

komunikasi pemerintahan di Desa Paloan

Kecamatan Sengah Temila Kabupaten

Landak.
2 Untuk: mengeﬂTm dan mengaﬁaI|S|s tentang

efektivitas pelaksanaan pr,ogram di Desa

Paloan Kecamatan "Sengah  Temila
_Kabupaten-tarndak.
3. Untuk menguji apakah ada

pengaruhkomunikasi pemerintahan

terhadapefektivitaspelaksanaan program
alokasi dana desa di Desa Paloan Kecamatan

Sengah Temila Kabupaten Landak.

1.5.Manfaat Penelitian

Bagi penulis  bermanfaat  untuk

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan

Rian Rinaldo
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berfikir

tentang komunikasi pemerintahan dan efektivitas

dalam menganalisa  permasalahan
pelaksanaan program.

Bagi instansi pemerintahan khususnya
yang
desadapat

dinas  bersangkutan bergelut pada

pemerintah mengetahui  cara
komunikasi yang baik agar dapatmembina
hubungan terhadap masyarakat
.tefhadap
programmaka ,.Jmstan5|

kebijakan dntuk lebih

Jikakomunikasiberkorelasi pOSItlf

pelaksanaan dapat
mengambil intensif

dalammembina " hubungan melalui
komunikasiyang baik ‘agar “kelak menjadi
keterpad,ua'ﬁ untuk meningkatkan hasil kerjé'-.

Jika

kontqlbum positif, maka harus

yang # maksimal. tidak memberikan

penlryauan ulang. Penelitian ini dlharapkan

dapatimenjadi bahan pertimbangan dalam upaya

- .

dllakukan — suatu-
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antara komunikator (penyebar pesan) dan
komunikan (penerima pesan).

Menurut Edwin Emery (dalam Suprapto
2011:6) komunikasi adalah seni menyampaikan
informasi, ide dan sikap seseorang kepada orang
Jadi,
menyampaikan informasi kepada orang lain
- Arah Komunikasi menurut Hasan (2005:38)
yéi;l]’k'brmn [ kasi dapat

lain. komunikasi  berfungsi  untuk

engalir secara vertikal
atau lateral (menysl) imensi vertikal dapat
dibagi-lebih lanjut men]‘adj ke bawah dan ke
atas, yaitu “~,

“Arah komunikasi secara vertlkal kebawah
yaltu komunlka5| yang ~ mengalir dalam satu
tingkat dalam suatu kelo 1 pok atau organlsa§| ke
yang lebih Plla

tlngkat bawah.

— dlbayangkan para manajer yang berkomunlk}m

|

encari solusi baru dalam mengoptlmalki]

pelaksanaan program alokasi ana desa

dengan bawahannya. Pola itu digunakan olelh
pemimpin kelompok dan manajer (péjabat

struktural pada lingkup pemerintahan) untuk

%, Bagi kalangan akademisi, penelltlan.A g‘ __Jpenetapkankan tujuan, memberikan |nstruk5|

dlharxqpkan dapat dijadikan bahan kajian dalam pekerjaan, menginformasikan kebljakan dan
pengem‘bangan ilmu, khususnya ilmukomunikasi prosedur kerja kepada bawahan, menunjukan

pemerlntahand{nefektlwtas pelaksanaan masalah. yang memerlukan perfwatian dan

program. 4 mengemukakan" urﬁpé’n ballktentang Kinerja.
baWah tidak selalu

merupakan kontak lisan .atau tatap muka. Bila

i‘ “Namun komunikasi ke
g
B. TEORI DAN METODQLO b
Komunikasi Pemerintahan dan Efektivitas manajemen--mengirim surat ke rumah-rumah

Pelaksanaan Program karyawan untuk memberitahu mereka mengenai

Komunikasi pemerintahan
kata
latin

MenurutTommy  Suprapto  (2011)

komunikasi  berasal dari  bahasa
communicatio yang berarti ‘pemberitahuan’ atau
Jadi,

komunikasi

‘pertukaran pikiran’. secara garis besar,

dalam suatu proses haruslah

terdapat unsur-unsur kesamaan makna agar

terjadi suatu pertukaran pikiran dan pengertian

kebijakan tentang libur tahun baru, atau cuti-

sakit yang baru dari organisasi, maka

manajemen itu  sedang menggunakan
komunikasi kebawah.

Arah komunikasi secara vertikal ke atas,
yaitu komunikasi ke atas mengalir ke suatu
tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau

organisasi itu. Digunakan untuk memberikan

Rian Rinaldo
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umpan balik kepada atasan, menginformasikan
mengenai kemajuan pekerjaan ke arah tujuan,
dan meneruskan masalah-masalah yang ada.
Komunikasi ke atas menyebabkan para manajer
menyadari perasaan para karyawan atas
pekerjaannya, rekan sekerjanya, dan organisasi
secara umum. Manajer juga mengandalkan
komunikasi ke atas untuk merdapatkan gagasan-

gagasan mengenai bagaimana urusanﬁrusan

o
ar

dapat diperbaiki.

Arah komunikasi{seééFa lateral. (menyisi),
yaitu bila komwjkﬁéi terjadi. di antara anggota
kelompok kerja yang sama,;pada tingkat yang
sama, m.tsal komunikasi di antara plmplnan-
plmpman unit kerja- tertentu pada Ievel yang
sami atau diantara setiap personil yang 'secara
horizontal ekuivalen. Komunikasi horlzontal
dibutﬁlhkan untuk menghemat waktu dan
memu ahkan koordinasi”.

Pen'llngnya komunikasi bagi pemerintah agf
setiap pe]aksanaan program atau kebijakan dapq
berjalan JEngan baik. Dalam hal ini, pemerintah
desa sebaghl pelaksana pembangunan di desa
dituntut untuk mampu menyampaikan - pesan
atau mformaskikepada masyarakat di desa agar

mendapat dukungan dari masyarakatnya dalam

mencapai tujuan be,(_sama Hal ini lebih
diperjelas oleh  Hasan = 7(2005:95)...._yang

mengatakan bahwa komunikasi pemerintahan
ide,
gagasan pemerintah kepada masyarakatnya

adalah, “penyampaian program, dan
dalam rangka mencapai tujuan negara” (dalam
hal ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai
komunikator ~ dan  masyarakat sebagai
komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa
sebaliknya pemerintah berada pada posisi

mencermati apa yang diingingkan masyarakat.

T
kY

—

—
- g

P

151

i

- yang terdiri atas©

a
b.
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Menurut Robbins (dalam Hasan, 2005:117),
bahwa terdapat 6 (enam) karakteristik yang
seharusnya berlaku pada berbagai organisasi
termasuk penyelenggara pemerintahan yaitu;

1. Para Aparatur  Pemerintah  harus

menyadari pentingnya komunikasi.

Para  Aparatur  Pemerintah  harus

memiliki komit en pada komunikasi
“tua arah.
Penekanankomu ikasi lebih diutamakan
pada bentuk korh~ nlka5| tatap muka.

Transparansi dan keterbukaan harus

/merupakan’ tujuan bersarna dalam

© mencapai visi, _misi, program, dan
N\

strategi.
.-'Keplawalan dalam menangani kor]d|5|
seburuk apapun termasuk berita )}ang

jelek dan tidak m- nguntungkan i
Memperlakukan komunikasi sef)agai

!
|
|

Yang dimaksud den-:an pemerintah dalam

proses berkelanjutan.

penelitian ini adalah pemerintah desa menurut
Hanif-Nurcolis (2011:), vaitu pemerlntah desa

\"‘
Unsur pimpinan , yaitu kepala desa

Pembantu kepala desa, yé{ng terdiri atas:
1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau
pelayanan yang diketuai oleh sekretaris

desa;

2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur
pembantu kepala desa yang
melaksanakan urusan pengairan,
keagamaan, dan lain-lain;

3) Unsur kewilayahan, vyaitu pembantu

kepala desa di wilayah kerjanya seperti
kepala dusun.
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2.1.2. EfektivitasPelaksanaan Program

Menurut Nugroho (2011:618) bahwa untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua
pilihan langkah yang ada, yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program
atau melalui formulasi kebijakan derivat atau
turunan dari kebijakan publik tersebut. Nugroho

menggambarkan implementasi

=
-
-

Kebijakan Publik

sebagai berikut:

- w
Kebijakan Program
Publik Penjelas

' v
4 ) r e
Proyek
‘-’1 y
) \ J
f
K Bermanfaat
0 (beneficiares) “
Bl

v \.

\ -m.
Gamb‘qr 2.1. Implementasi Kebijakan,

Nugroho (5(111:618)
b f

Rangkaian "‘-_icmplementasi §eperti " gambar
diatas dapat diIih;Tt(.‘yaitu mulai dari‘program, ke
proyek, dan kegiata'riT-,yang pada akhirnya akan
menghasilkan suatu manfaat. ‘Dari-keterangan
tersebut, jelaslah bahwa program merupakan
bagian dari implementasi kebijakan.

Suatu program yang telah dibuat akan sia-sia
apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam
praktiknya pelaksanaan program dimaksudkan
untuk mendapatkan suatu hasil yang pada
akhirnya mencapai suatu tujuan. Menurut
pendapat Chief J. O. Udoji (dalam Agustino,
2006:140) bahwa

dengan  mengatakan

Rian Rinaldo
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pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang
penting bahkan mungkin jauh lebih penting
daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-
kebijakan hanya akan sekedar berupa impian
atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam
arsip kalau tidak diimplementasikan.

Dalam proses implementasi juga terdapat
seperti yang diungkapkan oleh
seorang ahll studl kebijakan Eugene Bardach
(dalam Agustlno“ 2,906 1:8), yaitu

, “adalah. cukup untuk membuat sebuah
program -dan Kkebijakan umwrlﬂyang kelihatan

bagus diatas kertas. Lebihk“ sulit lagi

merumuskannya dalam " kata-kata dan slogan—
slogan yang kedengarannya mengenakan bagl

e tellnga para pemimpin an para pemilih yang

: mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi uhtuk

i

ﬂ
.

r

n melaksanakannya dala

'l
rn

bentuh. s cara }lang
memuaskan semua orang termasuk méreka

gap klien.” J
] ,Implementa3| merupakan pelaksanakan suatu
program dan kebijakan, setelah suatu, program
dan- kebijakan tersebut ibuat dan dikeluarkan
Hal ini

sehingga menghasilkan manfaa,t'.'

" diperjelas olehRipley dan Franklin (dalam
“Winarno, 2012:148) ya ¢ bgr'pendapat bahwa

implementasi adalah apa yéng terjadi setelah
undang-undang-yang aft(;tapkan yang
memberikan otoritas program, kebijakan,
keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran
yang nyata (tangible output).

Menurut  Edwards Winarno
2012:177),

“implementasi kebijakan adalah salah satu

(dalam

tahap kebijakan publik, antara pembentukan

kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi

kebijakan bagi masyarakat yang
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memperngaruhinya. Dalam mengkaji addressed, stipulates the objective(s) to be
implementasi kebijakan, edwards mulai dengan persued, and, in a vaiety of ways, structures’ the
mengajukan buah pertanyaan, yakni: prakondisi- implementation process”.

prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu Menurut Gibson (dalam Waluyo, 1995:27)
implementasi  kebijakan ~ berhasil?  Dan menyebutkan bahwa :

hambatan-hambatan utama apa yang “terdapat dua pendekatan dalam
mengakibatkan suatu implementasi gagal? mengidentifikasikan kefektifan, yaitu

Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan ¥ pendekatan menurut tujuan dan pendekatan

penting ini dengan membicarakan empat‘Taktor menurut—»t.eorl sistem. Pendekatan menurut
atau variabel krusial dg@m ilmplementa5| tujuan adalah un‘tulg merumuskan dan mengukur
kebijakan publik. Faktef-?aktor atau variabel- kefektifan melalui penc‘apalan tujuan yang telah
variabel tersebut ad’alah komunikasi, sumber- ditetapkan dengan usaha kerjasgma. Sedangkan
sumber, kegendrungan kecendrungan . atau pendekatan teori. sistem mengkankan pada
tlngkah Iaku-tlngkah laku dan strﬁktur pentiﬁ‘gnya adaptasi terhadap tuntuta‘lﬁ"qkstern
orgam‘sas1 3 J seb;:a\gai kriteria penilaian keefektifan.”

.di, menurut Edward ada 4 faktor Yany e Def|n|5| Gibson yang mengldentlfgka5|
berpgngaruh terhadap implementasi kebuakan, keefektifan menurut tujuan juga diartikan s)ama
yaitu"! komunikasi, sumber-sumber, ;! ‘-” oleh Miller, yang mengatakanEffectlveneﬁs be
kecendrungan-kecendrungan atau tingkah Iaku deflne as the degree to which associal system
tlngkahc laku dan struktur birokrasi Karerﬁl a hleve its goals. Effectiveness mqét be
peneliti mellhat masih kurangnya penyuluhag‘. ‘{ __lstlngmshed from effici-ncy is meanlng of the
dan SOSIQIIS&SI pemerintah desa mengenai i' comparative between cost and result, while the
alokasi danq desa kepada ma-yarakat. Untuk itu : effectiveness is mainly concerned /with goal
peneliti meng unakan faktor- komunikasi yang gttainments (tangkilisan, 2005:138).'"‘
berpengaruh ‘ hadap pelaksanaan brogram T Dari ‘penjelasan "diatas, bzla’hi;va efektivitas
alokasi dana desa. " ' “berkaitan. erat dengan pencapaian tujuan. Dan

Model Kebljakan ygng dlkembangkan oleh karenanya,  dengan Iin@vkat keberhasilan
Daniel Mazmanian dan Paul’ ASabatier.(dalam (program).dapat d’leJr‘ari tujuan program itu
Nugroho, 2006:629) vyang mengemukakan sendiri. Sejalan dengan definisi-definisi diatas,
bahwa: maka efektivitas pelaksanaan program itu adalah

implementasi adalah upaya melaksanakan tercapainya suatu tujuan dengan melaksanakan
keputusan kebijakan. Katanya, “Implementasi is suatu program dan kebijakanyang pada akhirnya
the carrying out of basic policy menuju padakeberhasilan program tersebut.

decission,ussualy incorporated in a statue but
which can also take the form of important
executives ordes or court decission. Ideally, that C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

decission identifies the problem(s) to be
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1. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS V.18
mengenai koefisien korelasi dari kedua variabel
pada penelitian ini, koefisien yang didapat yaitu
sebesar 0,314. Hal tersebut  menunjukkan ada
hubungan yang positif dan  signifikan antara

variabel komunikasi pemerintahan terhadap
efektivitas pelaksanaan program alokasi dana
desa di Desa Paloan. Hipotesis yang diajukan
dalam penelitian ini diterima, yang be'rﬁunyl
terdapat pengaruh yang posntn’r dan signifikan
antara  komunikasi tpemerlntahan terhadap
efektivitas pelaks;maan program . alokasi dana
desa di Desa,Paloan Kecamatan Sengah Temila
Kabupaggﬁ".Landak. Pengaruh yang dibefikan
profejbrnalisme pégawai terhadap | kualitas
pelaianan administratif ialah sebesar 9,7%

sedangkan 0,002% sisanya merupakan faktor-

faktorl lain yang mempengaruhi efektivitas

pelaksbhnaan program alokasi; dana desa, yang J

tidak dnelltl dalam penelitian ini. “I‘
\
2. Keterbatasan Studi
i
Selama‘l.'L melakukan  penelitian tentang

Pengaruh Kdﬁg“:ikasi Pemerintahan Terhadap
Efektivitas Pel

Desa di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila

aksanaan Program Alokasi Dana

Kabupaten Landak Bétlgliti mengalami banyak
hambatan dalam melaksaiiakan ~penelitian,
sehingga banyak kekurangan yang terjadi skripsi
ini belum

dapat mencapai

kesempurnaan.Adapun keterbatasaan-

keterbatasaan dalam penelitian ini adalah :

a. Luasnya permasalahan sehingga teori yang
digunakan dalam penelitian ini belum mampu
menjelaskan seluruh permasalahan secara

rinci yang terjadi di lapangan.
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a. Kurangnya literatur mengenai konsep-konsep
ataupun teori yang digunakan sebagai pisau

analisis dalam penelitian ini.

2. Apresiasi
Pada kesempatan ini, saya mengucapkan
terima kasih kepada Kepala Desa Paloan,

f&mSekretarls Desa Paloan dan Para Pegawai Desa

Paloan .. Yang telahmengizinkan
penelltluntukme'lakukanp nelitiandi  tempat
tersebut dantelahbanyakmemberlkan bantuan
kepada peneliti sehmggapene,l_(uan ini dapat
terselesaikan. "".,__‘
\
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